BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait
lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 31
Desember 2012-2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
Subang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan
keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Laporan keuangan adalah media bagi sebuah entitas pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Banyaknya pihak
yang membutuhkan informasi,dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh
pemerintah sebagai dasar dari pengambilan keputusan, laporan keuangan yang
disajikan haruslah berkualitas. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010: 157)
Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila
memenubhi kriteria sebagai berikut: (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan;
dan dapat dipahami.

Pada 2014 dan 2015 lalu terjadi fenomena di Kabupaten Subang, diketahui

bahwa BPK mengeluarkan opini disclaimer atau menolak memberikan pendapat



atas LKPD Kabupaten Subang. Selengkapnya hasil pemeriksaan LKPD

Kabupaten Subang 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Subang tahun 2012-2016
Tahun Opini
2012 Wajar Dengan Pengecualian
2013 Wajar Dengan Pengecualian
2014 Tidak Memberikan Pendapat
2015 Tidak Memberikan Pendapat
2016 Wajar Dengan Pengecualian

Sumber: IHPS 12017 BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas mengenai Hasil Pemeriksaan LKPD
Kabupaten Subang Tahun 2012-2016, dapat diketahui dalam rentang 5 tahun
LKPD Kabupaten Subang 3 kali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) artinya sebagian besar informasi dalam LKPD bebas dari salah saji
material kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian dan
2 kali mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) artinya auditor
menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah yang diaudit.
Tidak pernah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 3 kali WDP, dan
2 kali berturut-turut TMP menunjukkan kualitas LKPD Kabupaten Subang masih
jauh dari yang diharapkan. Kurang memuaskannya opini atas LKPD Kabupaten
Subang diduga karena masih belum maksimalnya penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang

dihasilkan.



Menurut Nordiawan (2010:201) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer. Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan
daerah pada sektor publik terdiri dari beberapa prosedur. Menurut Halim
(2013:84) terdiri dari:

1.  Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

3. Prosedur Akuntansi Aset

4.  Prosedur Akuntansi Selain Kas

Belum maksimalnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diduga
mejadi faktor utama penyebab kurang memuaskannya opini atas LKPD
Kabupaten Subang. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Subang tidak
menerapkan secara memadai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah yang telah dimilikinya. Satuan kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Subang tidak menyelenggarakan pencatatan akuntansi
basis akrual serta belum melakukan proses konsolidasi laporan keuangan secara
memadai sehingga mengakibatkan nilai beban dan ekuitas yang disajikan tidak
didukung data dan informasi berupa rincian/subklasifikasi yang cukup untuk
dapat diuji kewajaran nilai yang disajikan. Selanjutnya pada tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Subang tidak dapat memberikan penjelasan atas saldo

minus Kas di Bendahara Dana BOS, Pemerintah Kabupaten Subang belum dapat



meyajikan nilai Aset Tetap sesuai prosedur, Pemerintah Kabupaten Subang tidak
dapat memberikan penjelasan atas selisih nilai Pendapatan Dana BOS, Pemerintah
Kabupaten Subang belum dapat meyajikan nilai Beban Jasa sesuai prosedur. Data
selengkapnya pada lampiran 1.1.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta
yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai “Pengaruh
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Subang)”.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas,
maka peneliti mengemukakan beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:
1.  Belum sesuainya prosedur akuntansi penerimaan kas.
2. Belum sesuainya prosedur akuntansi pengeluaran kas.
3.  Belum sesuainya prosedur akuntansi aset.
4.  Belum sesuainya prosedur akuntansi selain kas.
5. Belum sesuainya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.
6. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan
tepat.
7.  Pemerintah Kabupaten Subang tidak menerapkan secara memadai
kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah yang telah dimilikinya.



8.

Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang tidak
menyelenggarakan pencatatan akuntansi basis akrual serta belum

melakukan proses konsolidasi laporan keuangan secara memadai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah ini, maka dapat dirumuskan

suatu perumusan masalah penelitian yaitu:

1.

Seberapa besar pengaruh prosedur akuntansi penerimaan kas terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Subang?

Seberapa besar pengaruh prosedur akuntansi pengeluaran kas terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Subang?

Seberapa besar pengaruh prosedur akuntansi aset terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Subang?

Seberapa besar pengaruh prosedur akuntansi selain kas terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Subang?

Seberapa besar pengaruh prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur
akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur

akuntansi selain kas dalam penerapan sistem akuntansi keuangan



daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian

ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh prosedur akuntansi penerimaan
kas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh prosedur akuntansi pengeluaran
kas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh prosedur akuntansi aset
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh prosedur| akuntansi selain kas
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh prosedur akuntansi penerimaan
kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan
prosedur akuntansi selain kas dalam penerapan sistem akuntansi
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang.



1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yaitu diantaranya:

1.5.2 Teoritis

1.

Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang Administrasi
Publik khususnya mengenai sistem akuntansi keuangan daerah dan
laporan keuangan pemerintah daerah.

Dapat dijadikan sebagai sebagai sumber pemikiran untuk
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu
Administrasi Publik dan sebagai sarana informasi bagi para pembaca

yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.5.3 Praktis

1.

Memberikan masukan berupa ide atau gagasan kepada instasi untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dapat dijadikan alat penyelesaian masalah apabila terjadi masalah
yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas

laporan keuangan daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:157) karakteristik kualitatif

laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam



informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Untuk memenuhi hal
tersebut maka laporan keuangan pemerintah daerah harus:

1. Relevan

2. Andal

3. Dapat Dibandingkan

4.  Dapat Dipahami

Menurut Nordiawan (2010:201) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer. Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan
daerah pada sektor publik terdiri dari beberapa prosedur. Menurut Halim
(2013:84) terdiri dari:

1.  Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

3. Prosedur Akuntansi Aset

4.  Prosedur Akuntansi Selain Kas

Soleh dan Rochmansjah (2010:16) menjelaskan hubungan penerapan
sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan daerah
merupakan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan
dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal,
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlakukan

Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.



Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan alur hubungan
antar variabel yang diteliti sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Penerapan Sistem Kualitas Laporan
Akuntansi Keuangan Keuangan Pemerintah
Daerah Daerah
1. Prosedur Akuntansi 1. Relevan
Penerimaan Kas — > | 2. Andal
2. Prosedur Akuntansi 3. Dapat Dibandingkan
Pengeluaran Kas Soleh dan 4. Dapat Dipahami
3. Prosedur Akuntansi Aset Rochmansjah
4. Prosedur Akuntansi Selain (2010:16)
Kas
Halim (2013:84) Soleh dan Rochmansjah
(2010:157)

1.7 Hipotesis
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan kerangka pemikiran diatas,
maka peneliti menduga dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:
1. Ho: Prosedur akuntansi penerimaan kas tidak berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Subang.
Ha: Prosedur akuntansi penerimaan kas berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Subang.
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Ho: Prosedur akuntansi pengeluaran kas tidak berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Subang.

Ha: Prosedur akuntansi pengeluaran kas berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Subang.

Ho: Prosedur akuntansi aset tidak berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Subang.

Ha: Prosedur akuntansi aset berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Subang.

Ho: Prosedur akuntansi selain kas tidak berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Subang.

Ha: Prosedur akuntansi selain kas tidak berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Subang.

Ho: Prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi
pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi
selain kas dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang.
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Ha: Prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi
pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi
selain kas dalam penerapan sistem akuntansi keuangan tidak
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang.



